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RINGKASAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendekatkan potensi yang ada dengan
perencanaan yang dituangkan dalam bentuk anggaran, sehingga diharapkan dapat
dilakukan evaluasi yang ideal untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam
penerimaan pajak hotel dan restoran. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk
menghitung dan menganalis potensi pajak hotel dan restoran, menghitung dan
menganalisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran, dan menyampaikan
strategi pengembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis pendapatan pajak hotel dan
restoran di Kabupaten Kotabaru. Survey dilakukan terhadap 24 hotel dan 165
restorant. Data dianalisis dengan menggunakan model-model pendekatan
perhitungan potensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran. Selanjutnya dinalisis

dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan kondisi riil potensi pajak hotel dan
restoran di Kabupaten Kotabaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel sebesar Rp
837.905.143,- per tahun lebih tinggi dari pada rata-rata anggaran pajak hotel tahun
2010 sampai 2015 sebanyak Rp 305.481.747 - atau hanya sebesar 36,46% dari
potensi yang ada, demikian pula bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2015
sebanyak Rp 397.303.150 atau hanya 47,42% dari potensi yang ada. Potensi pajak
restoran berdasarkan hasil survey terhadap 165 kategori restoran (restoran, rumah
makan, dan warung) di Kabupaten Kotabaru mencapai Rp 6.741.077.400 per
tahun lebih tinggi dari rata-rata anggaran pajak restoran dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015 sebanyak Rp 1.785.649.606 atau hanya 26,49% dari potensi
yang ada. Selanjutnya bila dibandingkan dengan anggaran pajak restoran pada
tahun 2015 sebanyak Rp 6.081.430.700, maka dapat dikatakan bahwa anggaran
tersebut sudah mendekati potensi yang ada.

Efektivitas dilihat dari realisasi dibandingkan dengan anggaran untuk
pajak hotel secara rata-rata sebesar 106,11% dan untuk pajak restoran sebesar
272,53%. Hal ini menunjukkan bawa realisasi pajak hotel dan restoran sudah
memberikan hasil yang baik karena secara rata-rata capaiannya melebihi target
yang ditetapkan. Ditinjau dari perbandingan antara realisasi pajak hotel dengan
potensi ril menunjukkan bahwa secara rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar
48,24% dan untuk pajak restoran sebesar 55,71%. Hal ini menunjukkan bawa
realisasi pajak hotel dan restoran belum memberikan hasil yang baik karena secara
rata-rata capaiannya kurang dari 60% dari potensi ril yang berarti tidak efektif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran pada tahun 2013 sampai 2015
tingkat efektivitasnya mencapai kategori efektif sampai sangat efektif. Bahkan
pada tahun 2015, realisasi pajak restoran mencapai Rp 7.445.536.460 atau 122%
dari potensi ril yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pajak
restoran menunjukkan tingkat efektivitasnya berada pada kategori sangat efektif.
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Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan !
Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru 2016

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah
melalui konsep pemerintahan otonomi sebagaimana yang telah diatur dalam
undang-undang tentang otonomi daerah, dimaksudkan untuk (1) merespon
tuntutan masyarakat daerah terhadap beberapa permasalahan utama, yaitu sharing
power; distribution of income dan kemandirian sistem manajemen daerah, dan (2)
memperkuat perekonomian daerah. Manfaat nyata yang diharapkan adalah
mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam
pembangunan, mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, serta
memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran
pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah
daerah perlu didukung oleh pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah
daerah dalam melaksanakan kewenangan yang cukup luas tersebut, perlu
didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai dengan menggali sumber-
sumber keuangan daerah tanpa membebani sektor riil dan pada sisi pengeluaran
harus mampu mengarahkan anggaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat
secara luas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki

kewenangan yang luas dalam hal menggali sumber pendapatan daerah yang

Hibah PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
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berasal dan pajak dan retribusi daerah Sumber.sumber penerimaan dserah yang
potensial harus dgali secara makumal dalam kondor peraturan perundangan
yang berlaku, termasuk dh dalamnya pajak dacrah dan retnbus daerah

Peranan pemerintah dacrah dalam menggali dan mengembangkan
berbaga) potensi dacrah schagar sumber penenimaan dacrah sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan fugas pemenntahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat i dacrah Jach cin wtama yang menentukan suatu decrab otonom
mampu herotonoms terictal pada Lemampuan keuangan dacrah untuk membaya
penyclenggaraan pemenntaban dacrahmya dengan tinghat ketergantungan kepada
pemcrintah pusat mempumyas propors yang semakin keail dan dibarapkan bahwa
PAD harus mempach hagian wrbesar dalam memobisas dana penyclenggaraan

pemenntab dscrah Ofeh karess o sudeh sewsyarnya bila PAD dijadikan salah

saty toloh whur dalae pelaksamaan otonoms dacrah (Tambunan, 2001)
Pemenntah ducrah ddorong untuk meninghathan kemampuanya dalam
mengumpulian PAD agar sbudi dan pemenntah pusat dapat dikumang dan
mengunag  bebaa APEN  Peninghatan penerimaan  PAD - menunjukan
kemampusn dscrsh dslam melsksanakan otonomi terutama dalam hal menggal
sumbet sumber pembsyaan dacrsh schingga memperbesar kelcluasaan dacrah

—




Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan
Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru 2016

BAB 11
TINJAUAN TEORITIS

2.1.  Pelayanan Publik dan Otonomi Daerah

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti
kemampuan ckonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan
pertimbangan dari aspek-aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu
dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan
diberiakannya otonomi daerah.

Guna mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri suatu daerah,
pemerintah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 telah membuat kebijakan
yang dituangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut lebih dikenal dengan
Undang-undang Otonomi Daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya .kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas,
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta

Hibah PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis 11
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Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan
Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru 2016

meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan
menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri dengan potensi yang dimiliki
Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, berbagai persoalan yang
timbul, dimana untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah
dituntut untuk mampu mencarai sumber dana dan mengelola sendin potensi yang
ada di wilayahnya, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kaho (1997) menjelaskan bahwa untuk
dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya, daerah harus
mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang sekurang-kurangnya dapat
menutup anggaran rutin daerah sehingga tidak selalu bergantung pada ganjaran,

subsidi, dan sumbangan dari Pemerintah Pusat.
2.2. Pendapatan Asli Daerah

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang
(Kamus umum Bahasa Indonesia). Potensi din merupakan kemampuan,
kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki
seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal.

Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara
pengkalian data hasil observasi objek penelitian dengan tarif pajak sehingga
ditemukan estimasi Jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak
tersebut. Potensi pajak dapat berubah seirning dengan kemajuan usaha dan wajib
pajak tersebut (Meutia Fatchanie, 2007). Menurut Davey (1989) potensi pajak

daerah merupakan suatu sumber pajak utama yang bisa dipungut oleh daerah dan

Hibah PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis 13
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Efektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan
Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Kotabaru 2016

2.3. Pajak Daerah

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi
berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang
sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah yang dimaksud Pajak Daerah-yang selanjutnya disebut
pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi/badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk
membiayal penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan daerah,
Menurut pendapat lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1995) dalam Nurlan Darise,
2006: 44).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang
melekat dalam pengertian pajak diatas sebagai berikut :

1.  Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

!a)

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Hibah PNBP Fakultas Ekonomi dan Bisnis 16
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Mektivitas Pemungutan dan Strategi Pengembangan
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BAB 111

METODE PENELITIAN

J.1. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian yang
bersifat analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas dan

pengembangan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Kotabaru.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan terutama pada dinas terkait dengan penerimaan pajak hotel dan restoran.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan.

3.3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah jumlah tamu yang menginap di hotel dan jumiah
kunjungan konsumen ke restoran. Selanjutnya, dikembangkan untuk menghitung
rata-rata tingkat hunian hotel dan rata-rata tingkat kunjungan restoran serta jumlah
pengeluaran yang dilakukan oleh setiap tamu yang menginap di hotel dan jumlah

pengeluaran untuk setiap kunjungan ke restoran. Adapun obyek penelitian adalah

hotel sebanyak 24 dan restoran sebanyak 165 yang ada di Kabupaten Kotabaru.
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kotabaru
4.1.1. Lokasi

Kabupaten Kotabaru memiliki ibukota kabupaten yang terletak di
Kecamatan Pulau Laut Utara. Kabupaten ini terdiri dari 21 kecamatan dengan
198 desa dan 4 kelurahan. Kelurahan tersebut meliputi kelurahan Kotabaru
Tengah, Kotabaru Hulu, Kotabaru Hilir, dan Baharu Selatan yang
keseluruhannya juga terdapat di kecamatan Pulau Laut Utara. Jumlah desa
terbanyak berada di kecamatan Pulau Laut Utara (sebanyak 21 desa), sedangkan
kecamatan Pulau Sembilan dan Pamukan Barat terbagi atas masing-masing 5
desa yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa terkecil.

Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara 2°20°- 4°21° Lintang
Selatan dan 115°15-116%30° Bujur Timur. Sedangkan secara administratif,
Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah
utara, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Selat Makassar
dan sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan,
Banjar dan Tanah Bumbu. Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat
bervariasi. Terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai
(genangan) serta daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-

pulau kecil.
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s Tabel 4,16
Potensi Pajak Restoran dj Kabupat
\—\TP.%%KQEIEN Tahun 2016
No Nama Usaha Albivnat Pn;nbgw Penerimaan dari Pembeli
orst
—— Terjual/ | Per Bulan Per Tah
1 | RM. Kita T T e Vi
J1. Hasan Basri 750
2 | RM. RIA —— 18,750,000 225,000,000
JI. Hasan Basii 1350
: Sl B B 33,750,000 405,000,000
3 Be.storan Leven J1. Hasan Basri atadrdsdll
& [ TOM. Saci Rose e ' 900 90,000,000 1,080,000,000 |
: iM e . Hasan Basri 12000 270,000,000 3,240,000,000
ir 3
e P J1. Hasan Basri 1500 67,500,000 £10,000,000
i I HasnBasi | 1500 [ 30000000 | 360,000,000
. in FOOD Jl Hasan Basri | 1500 45,000,000 540,000,000
8 R.M Magelang ;
| % | Gumilang J1. Hasan Basri 1200 75,000,000 900,000,000
9 | R.M Nan Sabana JI. Hasan Basri 1500 30,000,000 360,000,000
10 | R. M Haji Wangi J1. Hasan Basri 4200 281,400,000 |  3,376,800,000
11 | Warung Ufik J1. Hasan Basri 1050 18,375,000 220,500,000
12 | Warung Wati Wangi | J1. Hasan Basri 700 36,400,000 436,800,000
13 | D' Cafe J1. Veteran 450 24,000,000 288,000,000
14 | R.M Barokah J1. Veteran 3000 172,500,000 2,070,000,000
15 | Warung Bakso BU Joko | JI. Veteran 1500 30,000,000 360,000,000
o | M iumn e 1. Vet 1400 53,900,000 646,800,000
- m * kd 9y >
17 isl_ahg::mmn Dua J1. Veteran 1120 28,000,000 336,000,000
18 | Warung Mie CintaRasa | J1. PIK Jaya 3000 60,000,000 720,000,000
19 | R M Sederhana JI. PIK Jaya 1500 60,000,000 720,000,000
| 20 | RM Irian J1. PIK Jaya 1200 30,000,000 360,000,000
21 | RM Sukaria Arema | JI. PIK Jaya 1500 39,000.000 | 458,000,000
| 2 %hM S;ng:‘ng Raya | j pIK Jaya 1500 37,500,000 450,000,000
as Padang
23 | RM Sri Dewi . PIK Jaya 7500 135,000,000 1,620,000,000
2% Halte Food & L H A Salim 900 82,800,000 993,600,000
Bakery R B T
26 [RMUdnEngor | JLHA Ssim | 0 ;gxm ;zgxx
27 | RM Zainal Zaenul _| J1 Singt>e2 ""72:0 124300000 | 1,491,600,000
\ 28| Warung Makan Selma_| 1 SR8 gaba: 2220 37,800,000 453,600,000
. a ) y > *
| 29 | Warung 1;3_"191‘_&‘2‘.-,";&-————‘"2400 84,000,000 |  1,008,000,000
30 | RM Kalijo JL P, sy 900 25,000,000 | 540,000,000
31 | R.M Sumatra J1. P. Hidayat _’5_2,5?_ 33‘750 o 5000 0,
3 e —— , 'y 0 »
32 | Warung Lumintu L Pal?::f 1500 75,000,000 900,000,000
: 33 |caeBOOM | JLP2 g 23250000 | 279,000,000
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Mgkmdemmmmmzmom
dengan tahun 2015 sebesar Rp 305481.747 - atau dengan kata lain rata-rata
mmmhnyasebesar%.%%dmipotmymgmmpuhdenm
anggaran pajak hotel pada tahun 2015 sebanyak Rp 397.303.150- lebih
rendah dan potensi yang ada atau 47.42% dan potensi yang ada.

2. Dikemukakan juga beberapa altematif skenario pemungutan pajak hotel
sesuai tingkat hunian 10% sampai dengan 80% baik tanpa diskon, maupun
dengan diskon 5% 10% dan 15% Potensi ril pajak hotel sebanyak Rp
837.905.143 setara dengan skenano rata-rata tingkat hunia antara 25%
mmmwmmn&%mmm

3, Tmmmmmmwmmm

tian target pesimis dengan angka mutlak unwk pajak hotel

berki hai dengan Rp 279301 714,33, Apabila skenano normal atau
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5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan uraian diatas maka rekomendasi kebijakan yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan motivasi pencapaian target pajak hotel dan restoran hanya bisa
dilakukan apabila target yang ditetapkan berdasarkan potensi nl yang telah
dikaji dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru perlu mengambil
kebijakan mengenai perlunya setiap sumber-sumber PAD lainnya untuk
dikaji potensinya sehingga menjadi dasar yang logis untuk menetapkan target.
Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran
memerlukan standar evaluasi yang jelas dan logis sesuai dengan potensi yang
sebenarnya. Tujuan evaluasi yaitu perbaikan pada masa yang akan datang
akan semakin bermakna apabila penetapan target sudah logis sesuai dengan
kondisi ril di lapangan.

Perlu segera memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah
pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan restoran. Tentunya, dalam
mengaplikasikan teknologi  pemungutan dan  pengawasan, perlu

mempertimbangan analisis biaya dan manfaat, mengingat penerapan
reknologi memerlukan investasi yang cukup besar. Oleh karena itu seleksi

hotel dan restoran yang potensil perlu menjadi pertimbangan dalam
atau penggunaan aplikasi teknologi mi. |
gan teknologi, pengawasan melalui aparat pengawasan
sepertiSATPOLPPyangselmnainisudah

4 Kualitas pengawasannya baik secara individu
mwm
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